


























KSP dan Tim Teknis Pelaksanaan KSP

. Tim Teknis sebagaimana maksud dalam pada ayat (1), mempunyai

tugas:

a. melaksanakan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT yang
bersumber dari Perangkat Daerah

b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok IGT Status, IGT
Perencanaan Ruang, dan IGT Potensi;

c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD;

d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan
rencana aksi antara Tim Percepatan Pelaksanaan KSP dengan
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

dan/atau Pemerintah Pusat

BAB IV
KOMPILASI DATA IGT
Pasal 8

. Kompilasi data IGT merupakan kegiatan pengumpulan, pengumpulan
penyerahan, dan penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai
walidata.

. Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

. Data IGT yang dikumpulkan sebagai dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit mencakup:

a. data pendidikan;

b. data kesehatan;

c. data pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

data sosial (penanggulangan bencana daerah);

data pangan;

. data pertanahan;
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. data lingkungan hidup;
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data perhubungan;
j. data komunikasi dan informatika;
k. data kebudayaan;

1. data perikanan;



m. data patiwisata;

n. data pertanian; dan

0. data transmigrasi

. Kompilasi data IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
secara priodik sesuai dengan periode kompilasi data beserta metadata,
dan diserahkan kepada Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.

. Periode kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

oleh Tim Percepatan Pelaksanaan KSP.

Pasal 9

. Data IGT yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan
diserahkan atau dikompilasi oleh walidata sesuai dengan tematiknya;
. Data yang berasal dari masyarakat dan/atau mitra pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya dapat berupa spasial
dan/atau aspasial.

BAB V

INTEGRASI DATA IGT
Pasal 10

. Pelaksanaan integrasi data IGT merupakan kegiatan koreksi geometrik
dan verifikasi IGT yang berasal dari berbagai walidata terhadap IGD.
. Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Tim Teknis dan berkoordinasi
terlebih dahulu dengan Badan Informasi Geospasial.

. Editing IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme kelompok kerja IGT.

BAB VI
SINKRONISASI IGT
Pasal 11

. Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT antar Perangkat
Daerah yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang clean and
clear.

. IGT yang clean and clear sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dimanfaatkan bersama JIGD



BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12
Pembiayaan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dibebankan
pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
dan

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang

Pisau.

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Agustus 2021




